ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
bagaimana mekanisme penundaan waktu penyerahan barang di DTC Wonokromo
Surabaya dan bagaiman tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No.8 tahun
1999 terhadap penundaan waktu penyerahan barang dengan akad jual beli
pesanan di DTC Wonokromo Surabaya. Data penelitian dihimpun melalui
pengamatan dan wawancara kepada pembeli dan penjual dan selanjutnya
dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Menurut hukum Islam dalam
melakukan jual beli pesanan harus dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan
tertentu sampai waktu yang diketahui. hal itu merupakan syarat mutlak sahnya
jual beli pesanan. Pertimbangan dasar hukum al-Quran dan Hadith,kaidah figh,
serta ijtihad para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa penundaan waktu
penyerahan barang yang tidak memiliki hak khiyar menjadikan akad menjadi
rusak dan tidak sah. Konsekuensi hukum Islam atas akad yang rusak adalah
kebolehan penjual dalam menjual barang pesanan kepada pihak lain, hal ini boleh
dilakukan atas kesepakatan dan kerelaan hati pihak penjual dan pihak pemesan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen penundaan
waktu penyerahan barang telah melanggar Undang-undang Perlindungan
Konsumen pasal 16 ayat 1. Sehingga menurut Undang-undang Perlindungan
Konsumen penundaan waktu penyerahan barang dapat dikenai sanksi sesuai pada
pasal 62 huruf b yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan hasil penelitian ini, saran yang penulis berikan bagi beberapa
toko di DTC Wonokromo diharapkan penundaan penyerahan barang karena
barang dijual kepada pihak lain yang bukan pemesan sebaiknya dihindari, bagi
pembeli diharapkan melakukan pengambilan barang pesanan sesuai pada tanggal
yang ditentukan sehingga penjual tidak terlalu lama menyimpan barang pesanan.



